- SALINAN

BUPATI BANDUNG

NEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR  : 43 TAHUN 2001
LAMPIRAN: 5 (LIMA)

TENTANG

PETUN ¢ PELAKSANAAN PIRATURAN DAERAH KABUPATEN
GANDPUNG NOMOR @ 24 TAHUN 2000 TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang :a. babwa Peraturan Pendiran dan Retribusi Bangunan di Kabupaten
ltandunz telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
comor 24 Tahun -2000 tentang Ijin Mendiikan Bangunan, perlu
wdanya  peraluran pelaksanaan sebagai pedoman baik petugas
saupun masyarakat yang memerlukannyay

b baba untuk mencapai maksud terscbut di atas, perlu menetapkan
teputisan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
iwwbupaion Dandung  Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin
sendirihan Bangunan; ‘

Mengingat 1. udang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
isacralr Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara
Fuhun 1950);

2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
iacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
i embuaian Negara Nomor 3839 ),

- Undang-undang Nomor 34  Tahun 2000 tentang Perubahan
CUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
setribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246
vintbaliin Lembaran Negara Nomor 4048 )

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang,
Fewenangan Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi  scbagai
Davran Otenom (- Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
fambahan T.embaran Negara Nomor 3952 ),

3. Neputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983  tentang Peranganan
whusas Penataan Ruang  dan Penertiban  serta  Peirgendalian
PPembangunin:

Ao Peratoean Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000
witing - Ijin Mendirikan - Bangunan i Kabupaten Bandung
(I.embaran Dacrah Tahun 2000, Nomor 4 Seri B ) ;
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I'cratzean Dacrah Kabupaten Bandung  Nomor 2 Tahun 2001
Canian, Lin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran
Preren Tahun 2001 Nomor 1 Seri C)

Peintran Pacrah Kabupaten  Bandung  Nomor 7 Tahun
o lientany Qraanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

MENETAPNAN . NEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG

PRTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
INABUPATEN BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘ang dimaksud -falam Keputusan ini dengan :

Daerah adalali Kabupaten Bandung ;

Pemerintah Ducrah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang
lainnya;

Bupati adalih Bupati Bandung;

Dinas adalali Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung,

Petugas Dinas adalah pegawai Dinas yang ditunjuk melaksanakan tugas tc;tcnm.
Bangunan adalah sesuatu vang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu
lingkungan scbagian atau seluruhnya pada , diatas; atau didalam tanah dan atau

perairan secara tetap;

Bangunan pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu
persil;

Bangunan pelengkap  adalah bangunan  yang mempunyai fungsi sebagai
penunjang dari bangunan pokok;

Menditkan  bangunan  adalah sctiap  kegiatan mendirikan membuatVmerubah,
memperbahirniymemperbaiki, menambah / memeprluas bangunan;

Iiin Menduikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang
diterbitkan o!ch Bupati untuk mendirikan bangunan;

Retribusi Dacrah vang sclanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pen:bayaran ijin mendirikan bangunan untuk kepentingan orang pribadi
atau badan hukum pada sctiap penerbitan Surat [jin Mendirikan Bangunan;

Bangunan Idasifikasi A 1 adalah Bangunan Rumah Tinggal/Hunian Semi
Permanen;
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Bangunan lusifikasi A2 adalah Bangunan Rumah Tinggal/Hunian Penmanen
(RSS); '

Bangunan Klasifikasi A3 adalah Bangunan Rumah Tinggal /Hunian Permanen
(RS);

Bangunan Klasifikasi A4 adalah Bangunan Rumah Tinggal/Hunian Permanen
(RE):

Bangunan I<lasifikasi AS adalah Bangunan Rumah Tinggal/Hunian Permanen
(VILLAY;

Bangunan Kiusifikasi B1 adalah Bangunan Perusahaan/Industri Semi Permanen;

Bangunan Klusifikasi B2 dan B3 adalah Bangunan Perusahaan/Industri Permanen
I dan Permanen T1;

BABII
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IMB

Bagian Pertama
Ketentuan Pemberian IMB

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Fukum yang mendirikan bangunan wajib mengajukan
permohonan IMB sceara tertulis kepada Bupati;

Permohonan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan
persyaratan sebagai berikut

a.
b.

h.

R

B

Photo copy KT atau bukti diri penandatanganan permohonan;

Sural Keputusan Ljin Pemanfaatan Tanah bagi yang wajib membuat Ijin
Pemanfaatan tanah;

Photo cupy persctujuan tetangga, kecuali rumah tinggal yang tidak bertingkat
dan bangunan tertentu;

Photo copy Akta pendidan bagi perusahaan yang berstatus Badan
Hukum/3adan usaha atau Photo copy Anggaran Dasar yang sudah disahkan
bagi Koperasi;

Surat Kuasa apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh
pemohon sendiri;

Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;

Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-
persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;

Photo copy rencana tata bangunan prasarana Kasvasan industii yang disetujui
oleh Bupati dengan menunjuk kapling untuk bangunan yang bersangkutan
bagi perusahaan industd yang berlokasi di dalam kawasan industri dan di
luas Kawasan industri;

Gambar konstruksi bangunan;

Perhitungan konstruksi bangunan bagi bangunan bertingkat / indusu;
Perhitungzan hasil penyidikan /zondering tanah / pemeriksaan tanah bagi
bangunan tertentu, :
Rekaman AMDAL bagi industri yang wajib Amdal;

Photo copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Ketentuun-ketentuan lainnya yang dianggap perlu;
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Pasal 3

Bentuk formulic  permohonan  ijin, formulir Pemyataan Pemohon tentang
kesanggupan mematuhi peryaratan teknis bangunan dan berita acara pemeriksaan
lapangan sebagai mana tercantum dalam lampiran I, II dan II Keputusan in,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Bagian Kedua
‘Tata Cara Pengajuan dan Pemberian IMB
Pasal 4
Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Dinas

dengan mengisi formulir yang disediakan, dilengkapi persyaratan  yang telah
ditentukan;

Petugas Dinas mengadakan pemeriksaan persyaratan administratif, terhadap
permohionan yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk selanjutnya
disusunkan judwal pemeriksaan fisik lapangan;

Petugas Dinas mengadakan pemeriksaan fisik lapangan untuk disesuaikan dengan
persyaratan administratif dan bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan,
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;

Dalam hal p2mohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3 Pasal ini, maka Bupati Cq Dinas membuat Surat Penolakan dengan
mencantumk:in alasan-alasannya,

Jika permohonan Ielah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, ditetapkan
besamya retribusi yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan
Peraturan Dacrah No. 24 Tahun 2000 ;

IMB diterbitl:an setelah pemohon melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat

()

Jangka waktu penerbitan IVB oleh Kepala Dinas atas nama Bupati ditetapkan
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap dan benar,

Pemohon baru dapat melaksanakan pembangunan fisik sctelah IMB diterbitkan.

Pasal §

Alur pemurosesan IV sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan inj,
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BADB III
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB
Pasal 6
(1) Bangunan dengan klasifikasi A 1 dengan perhitungan sebagai berikut :

2. Luas bangunan pokok—X. tarif harga.dasar bangunan pokok X 02 %
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¢. Biava pengesahan gambar perencanaan 20% X luas bangunan pokok X

Ry 500,00 ssmpvsmsmespsmmosmmsmysevsmavsionss =Rp ¢,-

d. Biaya pemeriksaan gambar dan pengawasan 10 % X jumlah tarif
retribusi ( Rp 2=+ Rpbis ) sossmsvnvewwmiveniss =Rp d,-

e. Biaya papan proyek / papan IMB (bagi bangunan diatas100 M2)
........................................................ =Rp e,-

Jumlah total Retribusi yang harus dibayar adalah :
(Rpa+ Rpb+Rpec+Rpd+Rpe)=Rp X,-

Tata cora perhitungan Retribusi Bangunan Rumah Tinggal/Hunian dan
Bangun:n Penunjang  Kklasifikassi A. 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana contoh
perhitungan Klasifikasi A 1 diatas.

Bangunan Kalsifikasi B1 dengan perhitungan sebagai berikut

a.  Luas bangunan pokok X tarif harga dasar bangunan pokok X. 1 %

.......................... =Rp a,- :

b. Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal 14
Perda Nomor 24 Tahun 2000 .....ocvcvvinnens =Rp b,-

¢. Biaya pengesahan gambar perencanaan 20 % X luas bangunan pokok X
Ry 100000 smumevs s o =Rp ¢,-

d. Biaya pemecriksaan gambar dan pengawasan 10 % X jumlah tarif
retribusi (Rpa+Rpb) cveviviiiiiniiinininnnn, =Rp d,-

e. Biaya papan proyek / papan IMB (bagi bangunan diatas 100 M2)

...................................................... =Rpe,-

Jumtah total Retribusi yang harus dibayar adalah :
(Rra+Rpb+Rpc+Rpd+Rpe)=Rp ¥-
Tata cara perhitungan Retribusi Bangunan Perusahaan / Perusahaan Industr
dan Bangunan Penunjang klasifikassi B. 2, dan B 3 sebagaimana contoh
perhitungan klasifikasi B1 di atas,

Tata Cuara Perhitungan Retribusi Bangunan Pemerintah sesuai dengan
Ketentuin ayat (1);

Bangunaa di Juar ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf a,b,c dan d Perda No, 24
Tahun 2000 dengan perhitungan sebagai berikut :
a. 1 %, X ( anggaran biaya bangunan pokok & bangunan pelengkap )

......................................................................... =Rpa,-

b. DBiaya pengesahan gambar perencanaan 20 % X luas bangunan X Rp.
500,00/1000,00 ( sesuai peruntukan bangunan ) ............... =Rpb,-

¢. Biaya pcmeriksaan gambar dan pengawasan 10 % X Rp a ( jumlah tarif
T EATES 1) TS T S =Rpe,-

d. Biaya papan ProycKk/papan IMB (bagi bangunan diatas 100 M?2)
.......................................................................... =Rp d,-

Jumlah total Retribusi yang harus dibayar adalah :
(Rpa+Rpb+Rpc+Rpd)=Rp Z,-
Bagl perohon IMB yang bangunannya telah berdini maka tarif retribusi yang
dikenakan adalah sebesar 150% X Jumlah total retribusi ( sesuai klasifikasi
bangunan ).

Contoh bentuk formulir perhitungan besarnya biaya retribusi sebagaimana
tercantum dalam lampiran V' Keputusan ini.
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Pasal 7

Harga dasar bangunan pokok dan bangunan pelengkap sebagaimana
dimaksu.d Pasal 6 akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BABIV
PEMUTIHAN

Pasal 8

Tata cara permohonan ¢ pemberian pemutihan sebagaimana diatur dalam Pasal 23
Peraturan Dacrahh Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan
disesuaikan denvan Kondisi lapangan yang akan diatur kemudian dengan Keputusan
Bupati tersendiri. :

BABY
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMB merupakan tanggung
jawab Bupaii vang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas;

(2) Penzegelan dan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar Peraturan
Daerah Nomor 24 (ahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, merupakan
tanggung juwab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh
Pejabat yangz ditunjuk dengan berpcdoman kepada ketentuan peraturan yang
berlaku.

(3) Untuk Kelaincaran  pelaksanaan  pembinaan, pengawasan dan penertiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dengan
Keputusan Dupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Dengan beilakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat [T Randung Nomer 27 Tahun 1998 dan ketentuan lainnya yang mengatur

hal yang sana dan bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Pasal 11

Hal-hal vang Beium cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan:va akan diatur kemudian oleh Bupati.
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Keputusan imy muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap +1ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan

penempatar:iva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 31 Agustus 2001.

Diundangks.: di Sorcang
padatanggd’ 39 agustus Z001.

SEKRETAIIS DAERAH KA UPATEN BANDUNG

/’WJLIA

A {-}\AH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,




